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INSPEKTUR

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib
melakukan penilaian risiko;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada
Pemerintah Daerah, perlu pengaturan pedoman kebijakan
penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman
pengelolaan risiko sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh
pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
untuk melakukan pengelolaan risiko;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bone Bolango tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
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Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269j);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5601),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah




Memperhatikan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor : Per-1326/KILB/ 2009 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor : Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

9 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja
yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian
yang sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penilajian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya
dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status
risikonya.

ldentifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh
Perangkat Daerah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
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(1)

(2}

(1)

(2)

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO
Pasal 2
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan
¢. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 3
Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi
Pemerintah Daerah.

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat




(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh
Perangkat Daerah.

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang
mendukung penciptaan budaya sadar risiko.

Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berupa:

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan

pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 4
Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan
risiko, yang terdiri atas:
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator  penyelenggaraan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;

c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/ unit kerja sebagai UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertanggung jawab
melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah.




(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan

yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 5
(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,
Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Bupati sebagai ketua;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai
koordinator merangkap anggota; dan

c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki

tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris
Daerah.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR Tingkat Eselon II; dan
c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 8
(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a memiliki tugas:
a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah
Daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah
Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;



d.

€.

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) UPR Tingkat Eselon Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

memiliki tugas:

(3)

a.

e.

menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada
Perangkat Daerah/unit kerja masing- masing;

menyusun rencana Kerja pengelolaan risiko di tingkat unit
eselon Il pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR Tingkat Eselon Il dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf ¢ memiliki tugas:

a.

melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 9

Proses pengelolaan risiko meliputi:

a
b.

o

o

(2)

(3)

(4)

identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

penilaian risiko;

kegiatan pengendalian;

informasi dan komunikasi; dan

pemantauan,;

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen
secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan

disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 10
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko.
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada
tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-

kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko
Pasal 11
Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk
memperkecil risiko.
Penilaian risiko dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.
Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan
dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera
setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan} Perangkat
Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat
Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
Proses penilaian risiko meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c. analisis risiko.
Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan

dan penetapan kriteria risiko.



Pasal 13

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan
instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan
rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
b. konteks strategis (entitas); dan
c. konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam
dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas} Perangkat Daerah ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat
Daerah.

Pasal 14

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi:

a. skala dampak risiko;
b. skala kemungkinan risiko; dan

c. skala tingkat risiko.

Pasal 15
(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang meliputi:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah,;

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan

¢. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

{2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian
tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak
risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 16
(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu



(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko

dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan

rencana tindak pengendalian.

Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. memvalidasi risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
dan

d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 17
Kegiatan pengendalian tahap untuk mengimplementasikan rencana
tindak pengendalian RTP.
Implementasi RTP meliputi kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat

berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi
Pasal 18
Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko yaitu:
a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
b. proses penilaian risiko; dan
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana
informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan
risiko.
Paragraf 5
Pemantauan
Pasal 19
Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan
risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 1), Kepala



(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon IIl), Kepala Seksi/Kepala Sub
Bagian (Pejabat Eselon IV} sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh
Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh

Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko

meliputi:
a. audit;
b. reviu;

C. pemantauan,
d. evaluasi; dan

e. pengawasan lainnya.

BAB IiI
PELAPORAN

Pasal 20
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
Laporan pengelolaan risiko meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri
dari:
a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja, dan
¢. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR.
Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara

triwulanan dan tahunan.

Pasal 21
(1) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
(2) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.
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I1.

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian
risiko; dan

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah;

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan
Daerah.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian
intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan
mempertimbangkan aspek biaya manfaat {cost and benefif), kejelasan kriteria
dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan
teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan
strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah.
Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai
bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus
sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian
intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan
Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan

dalam Peraturan Bupati ini.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup
Pemerintah Daerah, meliputi:



A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan

strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah,

dan tujuan pada tingkat kegiatan {operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.
Pengelolaan  risiko  strategis Pemerintah  Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati,
dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah
Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas} Perangkat Daerah.
Pengelolaan  Risiko  Strategis Perangkat Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis
Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko
strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- masing Pimpinan
Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat
Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan Kkerja tahunan Perangkat Daerah, seperti
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis
dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,
dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon IIl dan
V.
Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah
dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala
Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis
pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian
yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

B. Penetapan struktur analisis risiko.

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman



yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek
pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi :

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal
dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang- undangan baru,
perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana
operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang
tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana
kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60 tahun
2008).

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat
yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat
pencapaian tujuan terjadi.

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh
dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian
tujuan.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan
lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.

Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai

berikut:

Kategori Dumpak Skor Uraian
Sangat signifikan / 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
songat besar sangat signifikan.

- 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan
signifikan / Besar tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ & Pengaruh ternadap pencapaian tujuan
Keclil rendah/fkurang signifikan.

1 . ;

Tidak signifikan/ Pengaruh terhadap pencapaian tujuan

s::naclt kecil tidak signifikan.



Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan

Operasional Dampaoak Risiko

Kategori Dampak

Keuangan Kauangan
Sangat Tinggi 4 kerugian kegiatan terhenti, negatif, tersecbar pelanggoran
sangat besar tujuan toak luas di banyak serius, Terkena
tarcapai rmadia sanksi
Tinggi 3 kerugion kegiaton sangot negaotit, tersebar di pelanggaran
resun e hwarmibsatl Leberapa inedia seiius, sunksi
kurang afektif nnsionalflokal tartulis
Rendah 2 kerugian kegiatan negatif. terdapat pelanggaran
cukup besar terhambat, pemberitaan biasa, sanksi
kurang efisien tertulis
Sangat Rendah 1 kerugian adga hambatan ada pemberitacn pelanggaran
kecil, kurang kegiatan, namun negatif, narmun biasa, sanksi
material tertangani tigak material teguran

I = R e e e S 1 e R PR XD IR 0
menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai

berikut:
Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk

menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.

Kategori Dampak Skor Uraian
Hampir pasti terjadi/ El Kemungknan ter adinya R siko sangat ssring (lekinh dari
Sangat sering 72%. atou lebin dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemunginar besar/ 3 Kemungknan ter adinya R siko sering (sebzsar 41 - 70%
Sering tecjadi atau 4 sd 7 kali dalom 10 tanu),
Kemungkinan kecil! 2 Kemungknan ter adinya R siko rendah/kecil (sebesar 1%
Jarang - 4C% otau 1 sd 4 kali calam 10 tahun
Sangat jarang ' Kemungk nan ter adinya R siko sangat kscil {sebesar T -

10%) atcu 1 kai daiam 10 tahun

berikut :
Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan
menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai

berikut :

Operasional Probabilitas Rislko

Kategori Dampak = Skor

Kejadian Tunggal Kejadian Berulang
Sangat Sering 4 Sangat sering,hampir pasti Dapat terjadi beberapa kali
terjadi (probabilitas » 75%) dalam | tahun
sering 3 sering Lerjodi (probubilitas Kermungkinun terjudi sekali
50% 5.0.75%) dalam | tahun
Jarang 2 Kemungkinan terjadimeskipun Kemungkinan terjadi sekali
kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%) dalam 5 - 10 tahun
sangat 1 Sangat jarang terjadi Kemungkinan terjadi sekali
Jarang (probabilitas < 20%) dalam 10 - 20 tahun



Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)
Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut :
Uraian| Skor Skor Skala
No. Program /Kegiatan Risiko | Dampak Kemungkinan, Nilai
Risiko
E. - - 3,4 2,3 7,8

Kriteria Skala Nilai Risiko
Skala Nilai Penerimaan Risiko
Risiko Kategori Tindakan

Harus menjadi

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/
unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala

dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite

MATRIKS Dampak/Konsekuensi
ANALISIS RISIKO Tidos Kecil Besar e

Hampir pasti

Kemungkinan
besar
Kemungkinan
kecil
Sangat jarang

Kemungkinan
Terjadinya
Risiko

Keterangan :




yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat
diilustrasikan sebagai berikut :

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang
memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi
oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam
tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange)
merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan
penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk
kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan
kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang

dapat ditoleransi dan diterima.

Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah
sebagai berikut :



Waklu

Tahapan
Manajemon
Pemda

Tahapan

Pengeleoiaan
Risiko

Pelaksana

Output Tahapan
Pengelola Risiko

FProses penyusu
nan RPIMD (Satu
tahun sebelum
RPJIMD 5 tahunan
perjalan sd RPJMD
ditetapkan)

Proses penyusunan
Renstro OPD (Satu
tahun sebelum
RPIMD 5 tahunan
et jukan sd RPIMD
ditetapkan)

Januari - Mei
Tahun 201X-1

Agustus-septem-
ber 201X-1

Cktober Tahun
201%-1

November -
Desember Tahun
201%-1

Januari ed
Desember Tahun
201x

Berkaia
(Triwulanan)

Juni=Juli Tahun 201X

Agustus- September
201X

Januari - Frebruari
Tahun 201X +1

Februarl = Maret
Tahun 201¢+1)

Proses penyusunan
RFJMD

Proses penyuJsunan
Renstra OPD

Penyusunan RKPD
dan Renja OPD

Penyusunan KKA
OPD (Penetapan
rencana sasaran &
pagu anggaron per
kegiatan

Penyusunan RAMRD,
Perdo APBD

Penyusunan
Rancangan DPA OPD,
dan penctapan DPA
oPD

Pelaksanaan APBD

Penyusunan KUA
PPAS (Penetapan
sasaran makro dan
pagu anggaran
Pemdn)

Penyusunan RKA
©OPD (Penetapan
rencana sgsaran &
pagu anggaran per
kegiatan

Pelaporan Keuangan
Reviu APIP

Araghan dan kebijokan
peniiaian risiko o
tahunan

Panyusunan Risiko
strategls Pemaa

Penyusunan Risike
strategis (Entitas)
orp

Arghan dan kebijakan
penilaian risiko
tahunan

Penyusunan Risiko
Operasional OPD
Pengkomunikasian
Risiko dan RTP,

Penyusunan otau
Revisi KSOP
Pongkomunikosian
perubohan KSOP

Fenyusunan atou
penyempurnaan
KSOP (Tindak lanjut
RTP)

Pelaksanaan KSOP

Pelaporan don
monitoring risiko dan
KSOP

Pemantauan kinerja,
risiko, dan efektifitas
KSOP yang dibangun

Reviu don permulukhi-
ron Risiko Strategis
Pgrmda.

Catatan:

Risiko strategis
Pemda akan diriviu
dan dimutakhirkan
setiap tahun

Reviu dan pemutakhi
ran Risiko Strategis
(Entitas) OFD
Catatary

Risiko strategis
(enutas) OPD akan
diriviu dan
dimutakhirkan setap
tahun

Pciaoporan Pengclo-
laan Risiko 1ahun 201X

Evaiuasi pengelolaan
risiko oleh APIP

Panilaian Moturitos
SPIP

- Komite pengelolaan
Risiko

- Sekda selaku

- PR Pemda (Kepala
Daeran dan Kepala
OPD/SKPD)

- Komite pengelolaan
risike

- Sekda selaku
Koardinator

- UPR Tingkat Es.1/ 2
(kepala OPD/SKPD
dan Kabog/Kabid
OoPD)

Komite Pengelolaon
Risiko

- Kepala OrPD
- Unit Pemilik Risiko
Tingkat Es 3, 4 OPD

- Kepala OPD

- Komite Pengelolaon
Risike

= UPR Tingkat Pomda,
Tingkat Eselon 1. 2,3,
dan 4

- Sekda selaku
koordinator

- Komite Pengelolaan
Risiko
UPR Tingkat Pemda,
Tingkot Eselon 1,2, 3,
dun4

- Komite Pengelolaan
Risiko

- Kepala OFD

- Peloksana Progrom
dan kegiatan

- UPR Tingkat Permnda,
Tingkat Eselon |

dan
2, Tingkot Esedon 3
dan4

- Unit Kepatuhan

- Sekda seluku
koordinator

unit kepatuhan
Pengeloloan Risiko

- UPR Pemda
(Kepala Daerah
dan Kepala
OPD/SKPDS

- Sekdn selok)
Koordinator

- Kepala Daerah

- Sekda selaku
Koordinator

- Unit Pemilik Risiko
Tingkat Es. 1 dan 2
(Kepala OPD/SKPD
don Kabog [Kabid
oPD)

- Kepala Daoerah
- Kepala OPD
- UPR Tingkot
Pemda, Tingkat
Eselon 1 dan 2,
Iingkat
Eselon 3 don 4
- Unit Kepatuhan
- Sekda seloku
koordinator

- Inspaktorat (APIP
Daerah)

- Kepala Daerah

- Kepaia OPD

- Inspektorat (APIP)
paeran

- Dokumen Arahan
dan kabijakon
penliaion risiko 5
Tohunan

- Doftor Risiko dan
RTP srategls
Pemdo

Daftar Risiko dan RTP
Strategis (Entitas)
oPD

Dokumen Arahan dan
kebijakan penilaian
risikko tahunan

Dattar risiko dan RTP
Operasional OrL

- Perbaikan RTP

= KSQF

- Notulen pengkomu
nikasian

- Finalisasi Daftar
risiko dan RTP

KSOP
Bukti pelaksanaan
KSOP

= Form Monitoring
Risiko

- Form Monitoring TL
RTP

- MNotulen rapat

- Loporan perman
tauan (riwulanan,
tahunan, &
tahunan)

Caftar Risiko dan RTP
Strategis Pemda
yang dimutakhirkan

Daftar Risiko dan RTP
Strategie (Entitas)
OPD

Loporan Pengelolaan
Risiko Tahun 201X

I aporan Fvaluasi
Pengelolaan Risiko

Laoporan Penllaian
Maturitas SPIP



Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan

Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan

dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai

bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau

PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat.

Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan

(6) yang menyatakan bahwa Inspektorat Kota/Kota melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota/kota yang
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/kota.

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi

risiko menyatakan bahwa :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi
identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan
tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi
Pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa :

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat
Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada
pimpinan tingkat menengah;

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

IIl. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai

berikut:
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah
kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko
pada Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian
Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan
pengelolaan risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah
Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris
Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan
antara lain :
a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan



isiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

c. memfasilitasi proses penilaian risiko;

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab
melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun
tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas
risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-
masing.

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari.

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja
dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja
masingmasing, sebagai indikator peringatan dini (early warning
indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian
risiko di masa yang akan datang.

d.menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment} untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

a. UPR tingkat pemerintah daerah.
Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari :
Ketua : Kepala Daerah, selaku pemilik risiko
tingkat pemerintah daerah



Koordinator Teknis

merangkap anggota

Anggota

: Kepala Bappeda, atau unit lain yang

menangani perencanaan

: seluruh  kepala  Perangkat Daerah

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan
Direktur RSUD, dan sebagainya)

. UPR tingkat unit Eselon lI
Struktur UPR tingkat unit Eselon I, terdiri dari :

Ketua

Koordinator Teknis

merangkap
Anggota

Anggota

: Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat

Daerah, selaku pemilik risiko tingkat
Perangkat Daerah.

: Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala

Bagian/Bidang yang menangani

perencanaan pada Perangkat Daerah.

: Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban

pada Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

. UPR tingkat unit Eselon Il dan IV
Struktur UPR tingkat unit Eselon Il dan 1V, terdiri dari:

Ketua

Koordinator Teknis

merangkap anggota

Anggota

: Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik

risiko tingkat kegiatan.

: Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/

Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk
menangani perencanaan

kegiatan pada Perangkat Daerah.

: Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub

Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang
bersangkutan.



4. Komite pengelolaan risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah

Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko,

dengan tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
normal,

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risike yang disampaikan kepada  Bupati
cq. Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas :

a. Bupati sebagai Ketua;

b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;

¢. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat
membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

9. Unit Kepatuhan
Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan
pada Perangkat Daerah.
Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap
Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai
dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan,
melakukan kegiatan antara lain :



a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan
risiko;

d.membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat

membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

6. Penanggung jawab pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung

jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan

pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Inspektorat melakukan kegiatan antara lain :

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko
pada pemerintah daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain

oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan

struktur pengelolaan risiko.
B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan
sebagai berikut :
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai
berikut :
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan
lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian
urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa :

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja,
dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/
pilihan oleh Inspektorat;

c¢) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan



pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media
massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain
yang relevan.
b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian
melalui reviu dokumen.
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah
daerah  dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan permasalahan dalam lingkungan pengendalian.
Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang
dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh
data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi
lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara
umum yaitu :
1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
2) Berita pada media massa.
Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi
kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah

daerah. Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut :

Survei persepsi

Kajian, reviu atas pegawui alus Mendasarkan

Persiopan data kondiisi dan kuttur kondisi lingkungan kepada dua hasil
dan kuesioner instansi berdasarkan pengendalian simpulan secmentara
hasil qudit, kajian, melalui Cantral yoltu hasll peniialon
benta, wawancara, Environtrment owal dan hnsall survei
data kinnya Evaiuation (CEE) persepsi




Nama Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Kesehatan

: Pemerintah Kota XYZ Tahun Penilaian 2018

No. Sumber - Uraian Kelemahan Klasifikasi
| Data
A B C - E
1 [Media massa | - Banyak terjadi Penegakan integritas
pencopotan/mutasi pejabat | dan nilai etika
daerah karena tersangkut Komitmen terhadap
kasus kompetensi
Hokum
- Pegawai belum ditempatkan
sesuai dengan kompetensi
dan Pengalaman
2 |LHP BPK -Pemerintah Kota XYZ belum | Penyusunan dan

No. Xxx tanggal xxx tentang
Hasil Pemeriksa an BPK atas
Efektifitas Pengelola an
Sumber Daya Kesehata n JKN

memiliki strategi dalam
pemenuhan dan
pendistribusian SDM
kesehatan di

Puskesmas

penerapan
kebiajakan yang
sehat tentang

pembinaan SDM

~Kualifikasi dan kompetensi
Dokter serta tenaga
kesehatan di RSUD Kota
XYZ belum memenuhi

kebutuhan akan

Komitmen terhadap

kompetensi

Pemenuhan tenaga
kesehatan di RSUD Kota
XYZ belum memperhatikan
tingkat kebutuhan dalam

Penyusunan dan
penerapan kebiajakn
yang sehat tentang
pembinaan SDM




pemberian pelayanan
Kesehatan

SK

Inspektur No. Xxx tanggal xxx

melakukan audit kinerja atas| efektif

penyelenggaraan urusan

tentang PKPT
Inspektor kesehatan dalam tingkat
strategis

At
LHP BPK - Pelayanan pasien BPJS di Kepemimpinan yang
No. Xxx tanggal xxx tentang Kota XYZ belum optimal dan} kondusif
Hasil terdapat regulasi Dinas

Kesehatan Kota XYZ

tidak berjalan
Pemeriksa an atas Kinerja sebagaimana mestinya yaitu
Penyeleng garaan ketentuan mengenai praktek
JKN Dokter

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub  unsur
Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control

Environtment Evaluation (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan
pengendalian terkait tujuan/sasaran strategis dan operasional
pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode
Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian

mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang

Inspektorat belum Peran APIP yang




diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.
. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian.
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada
pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan
wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk
mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan
pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.
Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan
pengendalian adalah sebagai berikut :
1) Penegakan integritas dan nilai etika

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena

tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi
dan pengalaman,

b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga
kesechatan di RSUD Kota XYZ belum memenuhi
kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era
JKN.

3) Kepemimpinan yang kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko
yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.

b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah
belum menyajikan informasi mengenai risiko.

¢) Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan
terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak
berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai
praktek Dokter.

4] Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang



pembinaan SDM

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya
sadar risiko.

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment
atas pengelolaan risiko.

¢) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

e) Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di
Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian
pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan peran APIP yang efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang

dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah

yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit
kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada

Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang
baik, sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah
diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian.
Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian
Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan
rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat
mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).

2. Penilaian Risiko



Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut :

a. Menetapkan konteks/tujuan
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan
“konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-
tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat
strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional
Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian
risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada
tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat
diidentifikasi dan dianalisis.
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja
organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada
tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja
pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat
Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan
disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja
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Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko

didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut




merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih
memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta
penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau
pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung
pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum
dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan
dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan
pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai
kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat
dijelaskan sebagai berikut :

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah.
Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada
dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang
tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan
konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat
memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan
prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau

pertimbangan profesional lainnya.

Penetapan tujuan/konteks Strategis {Entitas) Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan
yang diampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan
menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator).
Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan
menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator}.

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat



Daerahdilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait
sesuai sasaran yang diampunya. Penetapan tujuan/konteks
operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan
strategis Pemerintah Daerah.
. Identifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian
tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko
yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa
yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan
terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko,
juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable)] atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko,
serta penerima dampak risiko.
Analisis Risiko
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko
Setelah Risiko tujuan, sasaran dan operasional Pemerintah
Daerah teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya
adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.
2) Memvalidasi risiko
Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,
sedangkan Tingkat Strategis (Entitas} Perangkat Daerah dan
Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada
Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan
risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam
pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi”

akan diprioritaskan untuk ditangani.



Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut

diperoleh hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko
berikut:

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

MATRIKS Dampak/Konsekuensi
Hampir pasti
c2 |
.g ; Kemungkinan
"é § besar
E s Kemungkinan
2 g‘ kecil
Sangat jarang
Keterangan :

3)

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian
untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif],
menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif], atau
keduanya.

Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian
kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah
dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan
dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai
efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain
jika :
a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,
namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
¢) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;



d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan
peraturan diatasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi
risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai
berikut :

Merurwswcn
Tindckan Lniuk

Nengeias
Kelemghan

der amwscan Kegiatan Nenyeareston Mewusin Merwusun
Pengendalian yang Rercana Tindak rancargan informasi rancangan
Obuturkan dolam 00N kamuniees! Gos monkeTing dan
RengtaNengetos risikc con 3P aguiRp
L ‘Q(I .g}ﬂ

Fengedclior

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan
Lingkungan Pengendalian.
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah
teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam
Rangka Mengatasi Risiko.
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam
menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu

memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu



instansi  pemerintah dalam memfokuskan kegiatan

pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa

kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko

terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1)

(2)

)

(4)

Menghindari risiko {avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak
memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat
meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi
tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak
risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru
dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau
mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat.
Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko
(abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan
terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah
lain yang juga digunakan adalah pencegahan
(prevention).

Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko
(mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/
mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian
menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan
adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah,
yaitu mengurangi risiko (reduce).

Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung

atau berbagi sebagian risiko. Contoch mekanismenya



antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan
struktur organisasi seperti kemitraan dan Jjoint ventures
untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban.
Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain,
umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat
yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi,
baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang
mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi
lain yang memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat
mengelola risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain)
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko
tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat
terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon
yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis

Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah,

dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut

meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi

Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

¢) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana
Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan
lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan
kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan
bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama
atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu,
pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut
dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan

pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi



rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak
yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa
risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang
telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,

langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan

Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa

kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyem- purnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko.
Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan
prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :
1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun,

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang



sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki,
dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan.

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur
pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat,
instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan
prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus
ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak

terkait lainnya.

. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi
internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan
pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah
. pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang
akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian
yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan
pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya
Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana
kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi
pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak
terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan,



masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana

pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk :

Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas

pemberlakuan kebijakan;

a. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang
berkepentingan;

b. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya

dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir,
foto pelaksanaan, dst.
Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap
penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP,
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah
Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian
RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko
Operasional Perangkat Daerah.

. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai

dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2),

Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3}, Kepala

Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang

lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan

risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan
kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten

Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada



Perangkat Daerah.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian
risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana
Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan
mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai
infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas
kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa
pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan
berjalan secara efektif.
Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang
telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat
catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang
terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah
dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang
teridentifikasi menggunakan form 12.
Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan
oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis
(Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah.
Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap
tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab
Pengawasan Pengelolaan Risiko.
1V. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko

setidak- tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan



Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat
Daerah
/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil
Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.
Laporan pelakéanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan
kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit
Kepatuhan Internal.
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan
pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko
tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional
Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat
Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut :
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi :
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat



Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani
oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat
Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.

. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan

Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan

risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada

Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR

TAHUN 2021

TANGGAL : 2021
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI

KABUPATEN BONE BOLANGO

LINGKUNGAN PEMERINTAH

CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Pemda Pemkab Bone Bolango/Provinsi Gorontalo
NO PERTANYAAN /KUESIONER JAWABAN RESPONDEN SIMPULAN
(R) KUOSIONER
RIR|R|RJR|R|Mo CEE
112(3|4]5]| 6 |dus
a b c d
A.| PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI
1| Pegawai mendapatkan pesan integritas 8 21413131 3)2¢3
nilai etika secara rutin dari pimpinan Memadai
instansi (Misalnya keteladanan, pesan
moral dll)
2 | Pemda telah memiliki aturan perilaku 3133|313} 313
(misalnya kode etik, Memadai
pakta integritas, dan aturan perilaku
pegawai) vang telah dikomunikasikan
kepada seluruh pegawai
3 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam 214131313 3]3
instansi yang melayani pengaduan Memadai
masyarakat atas pelanggaran aturan
perilaku /kode etik
4| Pelanggaran . aturan ‘ 314121313123 Meissadad
perilaku /kode etik
telah
ditindaklanjuti
B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI
1| Standar kompetensi setiap 314121312 3]3 T
pegawai/ posisi jabatan telah
ditentukan
2 | Pegawai yang kompeten telah secara 214131313133 T |
tepat mengisi
posisi/jabatan
3 | Pemda telah memiliki dan menerapkan 213)12]131313]3 M ;
: emadai
strategi
peningkatan kompetensi pegawai
4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan 313]13131213]3
risiko, baik Memadai
pelatihan khusus maupun pelatihan
terintegrasi secara berkala.
C| KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG
MEMADAI
1| Pimpinan tela:h'rnenetapkan kebijakan 2131212121 3 % Kurang
pengelolaan risiko Memedeg
vang memberikan kejelasan arah




pengelolaan risiko

Pimpinan menerapkan pengelolaan
risiko dan

pengendalian dalam pelaksanaan
tugas dan pengambilan keputusan

Memadai

Pimpinan membangun komunikasi
yang baik dengan anggota organisasi
untuk berani mengungkapkan risiko
dan secara terbuka
menerima/menggali pelaporan
risiko/ masalah

Memadai

Gaya pimpinan dapat mendorong
pegawai untuk
meningkatkan kinerja

Memadai

Pimpinan menetapkan Sasaran

strategls yang selaras
dengan visi dan misi Pemda

Memadai

Rencana/sasaran strategis pemda

telah dijabarkan ke

alam PD ti t
gperasm OPD §FD dan tingka

Memadai

Rencana strategis dan rencana kerja
pemda telah
menyajikan informasi mengenai risiko

Kurang
Memadai

Pimpinan berperan serta dan
mengikutsertakan pejabat dan
pegawai terkait dalam proses

pengelolaan n31ko

Memadai

mﬁmsux%u

Setlap Urusan telah dilaksanakan oleh || 3
OPD dan unit kerja
yang tepat

Memadai

Masing-masing pihak dalam organisasi|| 3
telah memperoleh kejelasan dan

memahami peran dan tanggung jawab
1s1fxmg masing dalam pengelolaan
T

Memadai

Pegawai yang bertugas di OPD 3
merupakan pegawai tetap

dan bukan pegawai yang bersifat adho
(sementara)

Memadai




NO PERTANYAAN /KUESIONER L ddE
B/ Rt | Rz [ B3 [ Ry | 5 | Re6 | Modws | KUOSIONER CEE
[ d
4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan 31 4] 313] 4] 3] 3
pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing Memadai
dalam pengelolaan risiko
bl e e
E | PENDELEGASIANWEWENANG DANTANGGUNGJAWAB YANGTEPAT MEMADAI
1 | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukandengan| 3 [ 4 [ 3 [ 4 | 3 213
Tepat Memadai
2 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3|l 41 3] 4]l a3l sl s :
dilaksanakan secara tepat Meadsl
3 | Kewenangan direviu secara periodik 2] 3131313213 Memadai
F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN KURANG MEMAD.
SUMBER DAYA MANUSIA
t | Pemdatelah memiliki Kebijakan dan prosedurpengelolaan] 2 T 3 [ 2T 3 [ 31 3 [ 3
SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai Memadai
dengan pemberhentian pegawai)
2 | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan 21 3123|3213 ;
SDM telah dilakukan dengan baik W
3 | Insentif pegawai Lelah sesuai dengan tanggung jawab dan | 3 4| 3 1 4 3| 3 :
ki.nclja Memadai
4 | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko 2|l 3] 223 21]2 Kurang Memadai
5 | Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas 2| 3 2|l 214 3] 2
pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan ; :
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian $ Memadui
kinerja)
6 | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 2| 3| 2123|332 i
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan gt iy
7 | Instansi telah mengalokasikan anggaran vang 2 3 2 1 3 2 ==
memadai untuk pengembangan SDM Koraky Micinnon!
G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI
t | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ 3| 3|3)14]3]|3]| 3
efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara Memadai
periodik
2 | Inspeklorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan 3]l 3131331l 3] 3 ¥
hukum dan aturan lainnya Memadal
3 | Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi 2l21 31213133 Memadai
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP SR
4 | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 313131 3]3]|3]s3 Memadai
risiko_ emadal
5 | Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah | 3 3|1 313131 3] 3 Hhbencidi
ditindaklanjuti emass
H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI
1 Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasilain| 3 3|1 31313 3] 3 Miemzariak
yvang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun S
2 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait 3] 3] 31 4] 3| 3| 3
atasfungsipengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, Memadai
dan BPK) telah terbangun
Keterangan:

Kolom ¢ diisi dengan jawaban responden

W o=

4:

Ket Jawaban:

: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
: Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
: Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanvaan :

"Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah 3 atan 4 dan "Kurang Memadai” apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanvaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai” apabila terdapat

simpulan pertanvaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai”



Contoh CEE Berdasarkan Dokumen

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

di Pemerintah Daerah XYZ

Lampiran 2
Form 1.b

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian 2018
Urusan Pemerintahan : Urusan Waijib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No. Sumber date Uraian Kelemahan Klasifikasi
a b ¢ E
1 [Media massa - Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karens Penegakan integritas dan Tl etka
tersangkut kasus hukum
-Pegawat belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi don Komitmen terhadap kompetenst
N pengalaman __

2 |LHP BPK No Xoox tanggal {-Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam Penyusunan dan penerapan kebiajakan vang
oo tentang Hasil pemenuhan dan pendistribustan SDM kesehatan di Puskesmas | sehat tentang pembinaan SDM
Pemeriksaan BPK atas
Efektivitas Pengelolaan -Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenoga kesehatan i Kornitmen terhadap kampetensi
Sumber Daya Keschatan | RSUD Kabupaten XYZ belumn memenuhi kebatuhan akan
JKN pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN

-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Eabupaten AYZbelum |Penyusunan dan penerapan kebiajakn yvang
Emmperimtikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelavanan | sehat tentang pernbinaan SDM
esehatan
SK Inspektur No. Toox Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas Peran APIP vang efektif

3 [tanggal oo tentang PKPT | penyelenggaraan urusan keschatan dalam tingkat strategis
Inspektorat
LHP BPK No. Xxx tanggal [-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan
xxx tentang Hasil terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidek berjalan R :

4 |Pemeriksaan atas Kinerja |sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Kepemimpinan yang kondusif

Penyelenggaraan JKN

Dokter

*} Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tabun 2008.

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urat
Kolom b diisi dengan surber data

Kolom ¢ diisi d

ursian

han jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan ursian keatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
Kolom e diisi dengan Klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian



Lampivan 2

Form1.c
Conloh
Bimpninn Survel Persepsi atas Lingkwngan Peageudalian Intern
Pemerintah Daerah XYZ
Nama Pemda . Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian 2018
Rasil Raviu Dokamen "Theat! Sirvel Fersepst -
No. Showr g “Urahan [ ratan ’ Penjatacan
[ b £ [] + ] ] h
T |Pencgakan intgritas dan [ Kurang B 7 7 Mamad: Kurang ‘Baryak terjadi peccopotans mitist pejabat
il etika Memadai | daevahkarena tersanghut kasus hullgam Memadaxt daerah karena tersanghut kasus hulasn
F] Komnitmen terhadp Kurang Pegawai beim ditermpatian sesuad dengan] Memadal Xurang Pegawaf belum ditenpatian sesuai dengan
kompetenst Menadal ) kompetensi dan pengataman o komp dan pevgat
Kualifikasi dan kompetens Doktey serta Kuatifikasidan kompetensi Dokter serta tenaga
tenaga kesebatandi RSUD KabupatenXyZ kesehatan i RSUD Kabupaten X¥Z belumn
belum memenuhdl kebutihan aken ' 4
ki L di Era N Hesehatan o EraJKi
3 Kepeminpénan yang Kurang Pelayanan pasien BP IS di Kabupaten XYZ | Kurang —ﬁmﬂbdmnmtaphn Kurang - Pimpinan betum tap i
kondusif Memmadai § belum optivnt dan terdapat requiasi Dinas | i e rsboyang risikoyang memberon keje
Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan memberikan kejetasan arah arah pengelotaanrisikg
sebagaimana mestinya yaity ketentuan pengelolaan risiko - Rencana gk e ol
[ betum i ’ - Rencana strategls danrencana bed ik islkg
seluruh farmvsi fang kerja pemda belum menyatikan [ ien BP IS i K XYZ belum
pelay ) secara dal informast tengenal ristko optienal dan terdapat reqstast Dinas Kesehatan
Kabupaten XYZ tidak berjalan sebhagaimana
mestinya yaitu ketentusn mengenal praktik
Dokter
[4 | Strustr crganisast sestl Mernada - Memadai
ebirtuban
5 Pendetegasian wewenang | - Memadalf - Mernada
dan tanggung jJawab yang
tepat
& Peryusuran danf enerapar] Kurang F hiats XYZ b ki [Xurang | - Peenda bedurn mengintermabisasi | Kurang - Pemnda belun mengioymatisasi budaya sadar
Kebijakan yang Sehat Mewadal | stateg dalam pemenuhan dan dail budiya sadar risiko | Memadai risiks
tentahyg PembinaanSim p i) M Py Belum tevdapat pemberian - Beadum tevdapat p rewand dan,
Pemenuhan tenega kesehatan g RSUD roward dan/atau pumishrment Ponishmen! aias pergelolsan risiio
Kabupaten XYZ betum memperhatikan atas pengelotaan risiko {Misalnya mempertimibangkan
tngkat ketxstuhan dalam pernberian (Misalma mempertimbanghan pertanggngiawaban pengeiolaanristko
pelayanan kesehatan pertanggungiawaban datampenitaiankineria)
risikodalampeniLalan idnerja) - Evabtansh ki bedum dipertimb
- Evaluasi kinerja pegawat belum dalam perhitunganpenghasian
& iy G - anggaranpeng <Bbel ai
pu:;mgmn Pemerintah Xabupaten XYZ betum memfliki
- anggaranpengembanganShm trateg 1busian
belum memadat SO kesehatan dePuskesmas
F fenaga i RSUD
XYZ beliwn Hhan tkghat &
dalam pemberian palayanan kesehatan
7 Perwujudan peran APP  { Xurang. Inspesdorat Daerah belum melakidan audit | Memadai Kwrang Insp {ad dit idnerja
yang efelctif iMemadai {kinerja atas peviyelenggaraan uwusan memadal | atas penyetenggaraan wisan kesetatan dalam
kesetatan datam tingkat strategh tinghat strategis
8 Hubungan Kerja yang Bakk] - di Memadai
dengan nstansi
Pemerintah Terkait
Keterangan:
Kolom a difst dengan Romor wrut
Kolom b dbisi dengan sub visur pada dnglammgan pengendatian
Kolom ¢ diisl dengan simpitan penilaian awal CEE berdasarian dolawnmen
Kolom d ditisi dengan uraian simpuian peritaln awal CEE
Kolom: ¢ dilsi dengan simpuian hasil sorvel persepsi
Kolomn £ ditsi dengan urakin simpulan sesuai hasit survet perseps
Kolomegdiisid P ihac Seritat 1 ipersepsi, fikah penilat L veipersep @ 3 dat
e onal jutk uniti
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
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Form 2a
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA
Nama Pemda - Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Sumber Data RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

‘Tuuan 1.1 Meningkainya kualitas tata kefola pemenntahan
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi

Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan Strategis RPJMD | Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas fingkungan hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan konteks

Risiko Strategis Pemda Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Dinas Kesehatan
RSUD Kabupaten XYZ

Nama Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi

Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah kematian bayi, jika angka

IKU Sasaran RPJMD kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.

Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prioritas pembangunan | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dan program ungguian Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran, IKU Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
yang akan dilakukan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
penilaian risiko Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak

Kabupaten XYZ,........ September 2018
Bupati XY¥Z
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Form 2.b
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian 2018

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi
Sasaran Strategis 2. Meningkathya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan,

IKU Renstra OPD IKU 2023
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 57
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 32
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 36
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang

s . . 100

memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
IKU Gizi Belum ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada

Informasi lain

Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan Strategis :
Meningkatkan derajat kesshatan masyarakat

Sasaran Strategis:
Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi

IKU Strategis:
- Angka Kematian lbu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"

Dst

Kabupaten X¥YZ,....... September 2018
Kepala Dinas Kesehatan
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. Pertemuan ANC Terpadu

30 orang peserta

Form 2.c
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintahan :Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OPD yang Diniiai : Dinas Kesehatan
Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan (Renja 2019) |3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balila
dan Kegiatan Utama 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
$. Program Peningkatan Keselamatan tbu melahirkan dan anak
1. Jaminan Persalinan {DAK NON FiSIK) 7.455 ibu hamil
2
3

Keluaran/Hasil Kegiatan

. Sosialisasi pendampingan ibu hamil risiko tinggi dalam
penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah
pada sektor ekstemnal

50 orang peserta

Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli
. Remaja

20 orang peserta

Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K1

20 orang peserta

Informasi Lain -

Kegiatan, dan indikaton
keluaran yang akan|
dilakukan penilaian
risiko

Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kabupaten XYZ, .......September 2018
Kepaia Dinas Kesehatan
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Form 3.a
Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Nama Pemda . Pemerintah Kabupaten XYZ, Provins ABC
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian 20138
Periode yang dinilai . Periode RPJMD (Thun 2019-2023)
Urusan Pemerintahan . Urusan Waijib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
ndtkato Tisiko Sebab Dampak
No| Tujuan/Sasaran Strategis z.awau Uralan hou_ﬂ Pemilik Uraian Sumber |CVC | Uraian Piak yang Terkena
a b [ D e f [ h i ] K
Tujuan Strategis Pemnda 1;
Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatrya | Usia Penerapan Peritaku Hidup RSP.1 |Kepala [Belum tersedianya internal G 1. Angka kejadian Penyakit [Kepala Daerah
kualitas kessehatan Harapan | Bersih Sehat (PHBS) rendah  {9.01.02|Dasrah |Sanitasi Total Berbasis Tidak Menular (PTM) tinggi |Masyarakat
masyarakat Hidup .01 Masyarakat (STBM} 2. Angka kejadian Penyakit |OPD Terkait
(Tidak termasuk pricritas Menular tinggi
anggaran) 3. Angka stunting tinggi
Pelayanan kesehatan belum [RSP.1 |Kepala 1. Sarana prasarana Intemal C |AKl tinggi Kepala Daerah
memenuhi SPM Bidang 9.01.02|Daerah |belum memadai AKB tinggi Masyarakat
Kesehatan Rl (Puskesmas PONED tidak Akaba OPD Terkait
tersedia,) Peningkatan kasus gizi
2.Jumlah tenaga buruk
kesehatan belum Kasus HIV meningkat
memadai Kasus TB meningkat
{Tenaga laboratorium, Angka kejadian Penyakit
dokter, tenaga kesehatan) Tidak Menular {FTM) tinggt
Angka kejadian Penyakit
Menular tinggi
Angka stunting tinggi
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMID )/ Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kotom e diisi dengan Kode dsiko
Kolom f djisi dengan Pemilik ristko, pibak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko {eksternal /internal)
Kolom i diisl dengan C, jika unit ketja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Hsiko benar-benar terjadi. Untuk mempermasiah identifikasi dampak risike, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja,
Reputasi dar Hukum
Kolom k disi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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Form3.b
Contoh Fermulr Kertas Kerja
identifikasi Risiko Strategis OPD
Nama Permda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provingi ABC
Nama OPD . Dinas Kesehatan
Tahun Penliaian - 2018
Feriode yang ginilai . Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Femerintahan . Urusan Wajib Pelayanar Dasar Bidang Kesehatan
OPD yang Dinilai . Dinas Kesehatan
Lis T ﬂ gﬁlr —
No Tujuan/bassran Stratagis Indikator Kinarja Kod# CC Pihak yang
Uratsn Risiko Pemilik Uralan Sumbaer Uralan Terkanas
L] b 3 ¢ . [] [] h [ ] K
1 Tujuan: Meningkatkan derajat
kegehatan masyaraxat
Sasaran Strategis OFD: 1 Angka Kematian Ibu Perggunaan layanan kesehatan |[RSC.15. [Kepala Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Internai c Ibu hamil tidak mengetahui |Dinkes
Meningkatnya Keselamatan lbu, Melahirkan Fer 100.000 rendah 92 .02.01|Dinas Keterlibatan lintae program lintas prosedur pelayanan dan RSUD
Bayi, Anak dan Reproduksi Kelahtran Hidup {Petsalinan lidak diakukan pada Kesehatan {sektor {(Posyandu, RT/RW, Lurah, tanda-tanda bahaya Masyarakat
faskes, kunjungan ibu hamit tidak Kecamatan, OPD terkait) rendah kehamilan
2. Angka Kematian Sayl {AKB) |teratur)
Per 1000 Keaishiran Hidup
Kuaiitas pelayanan APN tidak RS0.19. [Kepala Kompetensi tenaga kesehatan Internal < Kepuasan masyarakat Dirkes
3. Angka Kemeatian Balita sesuai SPM Kesshatan 02.02.02f0inas tentang APN (bidan, dokter) rendan RSUD
(AKeBa) Per 1000 Kelahiran Kesehatan |rendah kualitas dan efektivitas Maeyarakat
Hidup {TentangSDIDTK MTBS, neo natal pelayanan rengah
esengial )
4, Cakupan Pertolongan Sarana wo:a:xc:c ANC kurang RSO.1¢ _A.mvg_m - )_m.ﬁ uosn_._xc:n ANC tidak Intetnal c Kualittas dan efektivitag Dinkes
Persalinar olsh Tenaga memadai 02.02.03|Dinas dikalibrasi palayanran rendah RSUD
Kesehatan yang mamilii Kesehatan [ Regen dan alat pendukung ANC Kepuasan masyarakat Masyarakat
Kompetensi Kebidanan mrﬁnmou Iaboratorium di rendah
5. Cakupan Pelayanan Mutasi tenaga kesghatan terlatin RSO.18. | Kepala Slatern kepegawaian Internat UC  [Kualittas dan efektivitas Dinkes
x,mum:ni_._ Bayi 02.02.04)| Dinas pelayanan randah RSUD
Kesshatan Kepuasan masyarakat Masyarakat
rendah
Keterangan:

Kolom 4 diisi dengan nomar urut
Kolom b djisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPIMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwn yang merupaken risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f dilsi dengan Pemilik risiko. pihak/unit yang bertanggung jswab/ herkepentingan uniuk mengelols risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risike bisa dikategorikan ke dalam : Man, Mponey, Method, Machine . dan Material
Kelom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internaly
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atan UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan ursian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah jdentifikasi dam pak risiko, dampak risiko bisa dikate gorikan ke dalam: Reuangan, Kinetja. Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampai jika risiko benar-benar terjadi
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Farm3.c
Conton Formulir Kertas Kerja
tdentifikasiRisiko Operasional OPD
Nama Pemda . Pemerintah Kabupaten XYZ, Provins: ABC
Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian 2018
Feriode yang dinilai 2018
Tujusn Strategis . Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaren strategis OPD . Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemaerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasa+ Bidang Kesehatan
QRD yang Dinilai : Dinas Kesehatan
- — " LA e Bebab eme Bampak ] Pl ying
No n Roda T
o Kelusran Tahap Uratan S e Uralan Sumber . Uralan Terkona
a b 3 d [ - Li ] ] L] ) 1 [] ] i
Jaminan Perealinan (DAK Teroayar- |Perfanggungjawaban | Peranggungjawaban Tidek lepet 00, 19.02 | Kepala Linas Berkas dokumentasi pasien Eksterna| UG [Pemuayaran lidak dapal segera | Kepala Leran
NON FISIK} kannya waktu preReyl Kesehatan/ Kepaia teriambat dilengkapi aleh rumah b direafisaglkan Rumah sakft
Jaminan Bidang Kesmas sakit Masyerakat
IPenatausanaan Fengadmnislrasian tidak tepat wakiu | ROD. 19.02.| Repala Dinas Tkas dokumentas] pasien Fkslerna| UG [Pembayaran Lidak capat segera |Kepala Derah
0202 Kesehatan! Kepaia terlamiat dilengkapi oleh rumah I direalisasikan Rumah sakit
Bidang Kesmas sakit Masyarakat
[Petaporan Laporan Realisasi Keuangan 001w 0 [Kepala Cinas Rumah Sakit (RS M. Yunus; kslerna| UC  [Dana DAK Triwuian berikutnya |Kepala Derah
Triwutan: Kesulitan mengumpulkan 0203 Kesehatan/ Kepala menyampaikan klaim tidak lengkep || tidak disalurkan oleh Kemerkeu | Rumah sakit
administrasi gyarat penceiran, yaitu Bidang Kesmas Masyarakat
kelengxapan klaim, berupa
dokumentasi
[Pemantaugen dan Kegagalen mengideminkas! ROD 1502 |[Kepaia Dinas Evaluas dilekukan terbatas pade | nternal T |Anggaran Jampersal tdak | Dinas Kesenaian
avaluas! permasalahan 0204 Kesshatan! Kepala output {jumiah bumii migkin yang terserap 100%
Bidang Kesmas belum mempunyal jaminan
kesenhsatan fainnya terlayan/
[ [Pemberian Layanan Terfaksaran | Perencanaan Tate Tbu harmil miskin yang belum RGO 1802 {Kepaia Dines Rirangnya Koordimasi dengan Cinas | mternal € [Perencanaan kurang tepal Repale Derah
ye Kegiatan mamiiiki jaminan kesehatan lainnya  {02.05 Kesehatan/ Kepala Sceial Rumah sakit
deri kecamatan dan keiurahan belum Bidang Kesmas Masyarakat
ada
P . ROO.18.02 [Kepala Dinas Tidek ada database Taternal [of Tarhambatnya pelayanan Kepaia Derah
Nﬂﬁ;c:nm: kebutuhan dana tidak 0208 Kesehatan/ Kepala Rumah saki
Bidang Kesmas Masyarakat
Pelksanasn Adanys pasien yang masib: RGO 19.02 Kepala Dinas Tidak ada database Tnternal C  [Rendannya kepuasan Kepaia Cerah
dikenakan biaya cleh RS/Bigan 02.07 Kesehatan/ Kepala masyarakat Rumah sakit
{double claim ) Bidang Kesmas Masyarakat
Pel 1 Proges cross check data dengan ROG.19.02 [Kepala Dinas Kurangnya koordinasi nternal [+] Terhambalnya pefayanan Kepat Derah
BFJS dan Jamkeskot yang 02.08 Kesehatan/ Kepala Rurmah sakit
membutuhkan waktu lama Bidang Kesmas Masyarakat

Kelerangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiaten. dan sassran kegiatan sebagaimana tercantuem dalam RKA SKPD
Kolom ¢ dlisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom € diisi dengan uraian peristiwa yang mevn paken risike

Rolom € diisi dengan Kode risiko

Kolom g dlisi dengan Pemilik tisiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risike
Kelom h diisi dengan penyebsb timbulya rislko, Untuk mem permuda b dentifikasi sebab rislko. sebab risiko bisa dikategorikan ke dalawm : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternaifinternal)

Kolom j diisi dengan C, fika unit kerja mam pu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kelom k diisi dengan uraisn akibat yang ditimbulkan jika risike bensar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dam pak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom 14iist dengan pihak/unit yang mendetita/terkena dampak jika risiko benar-benar tetjadi
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Form 4
Contoh Formulir Kertas Kerja
Haslil Analisis Rislko
Hama Pemda : Pemerintah Kabupaten X¥Z, Provinsl ABC
Tahuh Panifalan : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerirtahan i Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Xesehatan
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risike Skala Skata Skala
Dampak’) | Kemungkinan *) Risiko
a b < d L] fadxe
H Risiko Strategis
1| Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah RSP.19.01.01.01 3 3 ]
2| Pelayanan Kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan RSP 19.0104.62 4 4 168
__ﬂi!i_siko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan
1| Penggunaan fayanan kesehaian rendah 4 3 2
(Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ity hamil tidak teratur) RSC19.01.05.02
2| Kualitas pelayanan APN tidak sesual SPM Kesehatan RS0 19.01.05.03 4 4 16
3| Saranz pendukung ANC kurang memadai RS0.19.01.0504 4 2 8
4 Mutasi tenaga kesehatan teriatih RSO 19.041.05.10 4 3 12
IH| Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan
1| Data Ibu hamil miskin yang belum memifiki jaminan kesehatan lainnya dar | ROO. 12.01.0502 4 4 18
kecamatan dan kelurahan befum ada
2| Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat ROC19 01.0503 F] 2 4
3| Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan [ROO.10.01.05.04 3 2 L]
waktu lama
4 . L i i . ROO.19.01.0509 3 1 3
Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim )
5| Pertanggungjawaban tidak tepat waklu ROO.19.01.05.10 4 3 12
6] Pengadministrasian tidak tepat waktu RCG 15 6105 11 4 2 8
7| Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kegulitan mengumpulkan RCO.19.01.03.92 4 2 8
administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa
dokumentasi
8| Kegagalan mengidentifikasi permasalahan ROO.19.01.05.13 4 3 12

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom cdiisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdesarkan perhitungan rata-rata/modus skala dam pak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rala-rats/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan



Lampiran 2

Form 5
Contoh Formulir Kertas Kerja
DaRtar Risiko Prioritas
Nama Penda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penflalan : 2018
Tujuan Strategis  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
u P : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
. Skala | Pemikik
No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko | Risi Penyebab Dampak
2 b ¢ [] [ [ []
|| Risiko Strategis
1| Pelayanan kesehatan beium RSP.19.01.01.02 9 Kepala |1. Sarana prasarana belum AK! tinggi
memenuhi SPM Bidang Kesehatan Daerah |memadai AKE tinggi
(Puskesmas PONED tidak Akaba
tersedia,) Peningkatan kasus gizi buruk
2. Jumlah tenaga kesehatan | Kasus HIV meningkat
belum memadai Kasus TB meningkat
{Tenaga laboratorium, Angka kejadian Penyakit Tidak
Menutar {PTM) tinggi
Angka kejadian Penyakit
Menular tinggi
Angka stuniing tinggi
ll| Risiko Strategis OPD 1
1| Sarana pendukung ANC kurang RS0.19.01.85 03 16 |Kepala |- Alat pandukung ANC tidak | Kualitas petayanan ANC tidak
memadat Dinas |dilkalibrasi sesuai SPM kesehatan
- Regen dan alat pendukung
ANC larang
- Tenaga laboratorium di
Puskesmas kurang
{lf] Risiko Operasional OPD 1: Dinas
Kesehatan
1| Data {bu hamt miskin yang belum ROO.19.01.05.02 16 |Kepala |Kurangnya koordinasi dengan |Perencanaan kurang tepat
memiliki jaminan kesehatan lainnya Bidang | Dinas Sosial

dari kecamatan dan kelurahan
belum ada

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomot urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risike {sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom F diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6e dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b



Lampiran2

Formé
Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Narra Pemerintah Dastah : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian s 2018
No. Kondi:ml;mddun ':.::lm Tm":k M.I “‘!i:: Penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian
a b [ d e
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1|'Banyak terjadi pencopotanmutasi Analisis’kajian kelemahan Inspekiorat Triwulan il 2019
pejabat daerah k 1 ghet kasus pengendalian kepatuban hukum
hukim
H Komitmen Terhadap Kompetensi
1} Pegawai belum ddempatkan sesuai Penyusunan peta kompetensi dan BKPSDM Triwulan 11l 2019
dengan kompetensi dan pengalaman perbaikan SOP penermpatan
pegawai
2 | Kualifikasi dan kompetens! Dokter serta Relautmen dokter dan tenaga Dinas kesehatan Triwulan il 2019
tenaga kesehatan di RSUD Kabup K hat
XYZ belurn memenuhi kebutuhan akan
pemberian pelayanan kesahatan di Era
JKN
1] Kepemimpinan yang kondusif
1| Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pany. kebijakan pengelolaan | Sekda Triwulan 1 2019
pengelolaarn risiko risiko
2{Rencana strategis dan rencana ketja Panilaian risiko rencana strategis Sekda, BFPD Triwudan | 2018
pemda belum meanyajikan informasi dan rencana kerja
meangenai fisiko
3| Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Evaiuasi pemberian layanan dan inspektotat Triwulan [ 2019
XYZ belum optimal dan terdapat regulasi | kepatuhan regutasi
Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak
berjalan sebagaimana mestinya yaitu
ketentuan mengenai praktik Dokter
V| Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
1} Pemda belurn menginternalisasi budaya Soshalisasi budaya risiko pada setiap | Sekda Setiap bulan
sadar risiko rapat bulanan
2| Balum terdapat pemberian reward Kajian rancangan pemberian reward | BKPSDM Triwulan | 2019
dan/atau punishment atas pengelolaan dan/atau punishment atas
rigiko pengeloinan risiko
3| Evaluasi kinerja pegawai belum Kajian rancangan perhitungan hasil BKPSDM Triwulan i 2018
dipertimbangkan dalam perhitungan kinerja terhadap penghasilan
penghasilan
41 Anggaran pengembangan SOM belum Kebijakan efisiensi penggunaan BKPSDM Triwulan | 2019
memadai anggaran
S} Pemerintah Kabupaten XY2 belurr Penyusunan strategi pemenuhan Dinas kesehatan Trivastan [} 2019
memiliki strategi dalam pamenuhan dan dan pendistribusian SDM kesehan
andistribusianSDM kesehatan di {Rekomendasi BPK)
uskesmas
6| Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Parbatkan sistem Pemenuhan RSUD Kabupaten XYZ Triwutan il 2019
Kabupaten XYZ beium memperhatikan tenaga kesehatan di RSUD
tingkat kebutuhan dalam pemberian Kabupaten XYZ
pelayanan kesehatan (Rekomendasi BPK)
V| Perwujudan Peran APIP yang Efektif
1]Inspaktorat Daerah belum malakukan Perbaikan presedur pengawasan Inspektorat Triwutan | 2019
audit kinerja atas penyelenggaraan urusan [ kinerja dan penyusunan PKPT
kasehatan dalam tingkat strategis inspektorat
Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolombdiisidengan kondisi lingkungan pengendatianyang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan ditalukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP




Lampiran2

Form 7
Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilalan atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
_z!.__u Pamda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABG
Tahun Panilalan 2018
Tujuan Strategls : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintaban : Urusan Wajlb Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kode |Uraian Pengendalan] - Rencana Tindak Peirlliid Target Waktu
No Risiko Priotitas Risiko | yang Sudah Ada~) . Celah Pengendatian Pengendalian Penarguinad | penyelesaian
a b c d [) ’ 1 [] h
|| Risiko Strategls
1] Pelayanan kesehatan belum RSP.19.0| SOP Pertolongan Prosedur pengendalian Rekrutmen tenaga honorer |Kepala Daerah | Triwulan iV 2018
memenuhi SPM Bidang 1.061.02 |Persalinan tidak dapat dilaksanakan {kesehatan
Kesehatan
Il Ristko Strategls Dinas
Kesehatan
1| Sarana pendukung Ante Natal R80.19.0| SOP Katibrasi Alat Prosedur pengendalian Evaluasi atas implementasi | Kepala Dinas Triwulan | 2019
Care (ANC) kurang memadai 1.05.03 belum dilaksanakan S0P Kalibrasi Alat
Standar Pelayanan  |Prosedur pengendalian Evaluasi atas implementasi | Kepala Dinas Triwudan 11 2019
Puskemas belurmn dilaksanakan Standar Pelayanan
(Permenkes Nomor Puskemas
75 Tahun 2014)
4] Risiko Operasional Dinas
Kesehatan
1| Data ibu hamil miskin yang baum |R00.18. [Juknis Penggunaan | Prosedur pengendalian Evatuast atas implementasi | Kepala Bagian | Triwulan [{ 2018
memiliki jaminan kesehatan 01.05.02 { DAK Non Fisik belum dilaksanakan {Permenkes Nomor 3
lainnya dari kecamatan dan (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)
kelurahan belum ada Tahun 2018}

Keterangan

Kolom a diisi dengannomor urut
Kotom bdiist denganrisike prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraianpengendalian-pengendalianyang sudahada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan:

Gedung dibersihkan 2 kali sehari,

Kolom e Diisi dengan aiasan tidak efektif:
{1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2} Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3] Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan pengendalian vang masih dibutuhkan
Kolom gdiisi denganpihak /unit penanggung jawab untukmenyelenggarakankegiatan pengendalian

Kotom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP




Lamplraa 2

Form 8
CONTOH
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
Rima Peowds : Pamarintah Kabupaten XYZ
Tahun Penkelan T 48
Tujuan Strategle 7 I gl derajat Y
Unsean Pemarintahan : Urusah Watlh Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No Pengrmialiiny 2 Wodlny/ h Perywiin Enf Pt bl ll:nfn‘-\hh Reallonsl Wkt P
* - b [] [ ) (] 4 X . L]
Telsh ditaksiakan dan
Dinsas Kesehatan 3 i ditindaklangti
1 {Reknimen teraga honofer kesehatan | Rapat Sekda Rappada BKPSDM Triwulan { 2019 Februari 2019 Dok ik
jootnten
Telsh dilakanakan dan
Evalugsi atas implementasl SOF Alat E Staf Dinas kesetudan . : ditindaklanjuti.
2 Kalibrast Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehatan " Triwnlan [ 2019 Februari 2019 mentas; b
notulen
Telsh dilakanakan Gan
. " . o g
3 5:;!::::‘::& mpm:umxsr Standar Rapat/Surat £4 K mf[_xm.smemm qolar 1 2015 Fe {2019 chhmnkhm:.:u.
nohen
Talkeh dilakanakan dan
Evaluasi atas lemerntasi (Pe ki . StaFDinas keselmta . . <ditindaklanjet.
4 u?m::zim':‘;m) (Permenkes Rapat, Surat Edaran Dinas Ketehatan it has ' Triwuian § 2019 Fehruati 201 Mumuufil
nohden

Keterzngan
#olom a dils| dengan pamor wrut
wolombdisid .

Kolom c ditsi d Media Sarana

Kolom d dtisi dengan Perpedia Informasi

Kolom & difs] dergan Peneriom Informasi

Kolom F diis dengan Rencana waktu Petaksanagn
Kolom g dils dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kalom h diksi derngan ditarangan tambahan



CONTOH

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Lampiran 2
Form9

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

: Pemerintah Kabupaten XYZ
2018

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Walib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Rencana Wakiu .
Bentuk/Metode Pemantanan Penanggung Jawab Realisasi Waktu Ket
N Kegiatan P dalian yang i . Peluksanaan
° engendalian yang Diperfukan Pemantauan Pemant Pelaksanaan Tang
8 ) ) d e f []

Rekrutmen tenaga honorer kesehatan

Konfirmasi persiapan dan laporan

Kepala Dinas Kesehatan
Direktur RSUD

Oktober. November,

Oktober. November,

Monitoring telah dilaksanakan,
didokumentasikan, dan

pelaksanaan kegiatan Desember 2019 Desember 2019 didistribusikan
Konfirmasi pelaks Kepala Dinas Kesehatan Monitaring telah dilaksanakan,
2 |Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibragi | -oliimasi pelaksanaan Direktur RSUD Semester | Juni 2019 didokumentasikan, dan
Laporan pelaksanaan kegiatan Ch el e
didistribusikan
Evaluasi atas implementasi Standar Petayanan | Konfirmasi pelaksanaan E.%w_m Dinas Keschatan . Ea::anum .m_.m b dilaksanakan,
3 Puskemas Le laks Kexi Direktur RSUD Semester [ Juni 2019 didokumentasikan, dan
aporan pelaksanaan kegjatan didistribusikan
. ) ) : i itori ilak kan,
Evaluasi atas implementasi {Permenkes Konfirmasi pelaksanaan xm?._m Dinas Kesehatan . &onzoznm S_.wr dilaksanakan
4 Normor 3 Tahun 2019) 1a laks ke Direktur RSUD Semester I Juni 2019 didokumentasikan, dan
poran pelaksanaan kegiatan didistribusikan
Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
KolomcdiisidenganBentuk/MetodePemantauanyang Dipertukan
Kolem d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolome diisi dengan WaktuPelaksanaanPemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tarnbahan




Form1e
H
FPENCATATAN KEIATIAN RIEK( (RTSK EVEW JDAN KTF
Huma Pemda *Pemrioiah Kebupaten XYZ, Privinel AR
Tabun Funiisisn s Yotk
Tuiuan Sirassgis : Moringkatican derajet imehatan masy skl
Urusan Femerintsinan 2 Wirurman Wb Po b i o Do o
Kejudian Bt
Nol  "Hiso"rueyTerideatiSiast Konde: Rl Kamrungnn L] ey | TS | e ter g
Tangal terjudi Sehab Dasspuk. Pk
Paveia
oy bk i [REFASDIOTE |Marm 2oty Mumh wasgs  FKemalian Baxi {Diiri dongan [Rekritensn tu nega honosmr Triwutan IV Oiaber 2090 {Tebak dikinwntaa,
SPM Bidang Reashaten kearknins belem o smitiffas RT?
2+ Tandaf fnmbaken belnm dapetdivkar
(Tomaga
dokier. tvenga
(kapwbatan)
Muaslsh/Risiko Bara:
ko Serategin Divuns Kispohratiey
1] Saren pendukung ANC kureng REO 10N 0603 k Torjndi TibekTuerjach  |Todsk Tarmédi Ttk Teriedi | Evitwrsi wins implementasl SOP {Trmant [marat 219 Tuink dileherainn
memadal K altinti Ayt dan ditimdekiunjut
Evalusas atws mmplemu ntesi Triwtan | At [Telak ditstaoninn
Stacter Pelayanan Pusiosmas dan ditindubbnjeti
H Rhlln ional Di Hamnadumpar:
1iDaby Ibu hamd mikin yang bekm ROQ.T951 06,02 [Tidak Tedadi Tidnic Tecpadi Tidat Tocadi Tidak Tecmdi Evalous; ates Implementess trwlan § Apr-19 [Tolah dilndn makn n
mu ik jaminan kesehatan lsinnys {Permankes Homar 3 Tahun dxn ditindetiasjuti
Jcwri kwcameten dan kel an bl
adu
MutaishMizho Ber:
Keterangan

Keddr 2 el derrgan nomor unit

Kolom b disl dangan ristho yang Lavidentiffkast

Kolam ¢ dits dengen kode rise

oo df dtish ceingn thrapid Lnrjacierya ik pada tahunbarjalan
Ko 2 diil
Molom 1 dengen dampak paristiwg. riiko pads cahen barjalan
¥ohom | i cien et At angin tirbatan




CONTOH KODE RISIKO

Lampiran 3

Tahun Pelaksanaan Entitas/OPDyang | Nomor urut di
Tinghar e Penilaian Ristko | JeNis Risiko Menilai Entitas/OPD Kode
RSP 19 01 01 01 RSP.19.01.01.01
RSO 19 02 05 01 RS0.19.02.05.01
ROO 19 03 75 01 R0OO.19.03.25.01
Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut
RSP Strategis Pemda
RSO  Strategis OPD
ROO  Operasional OPD
Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut
01 Pendidikan 21 Persandian
02 Kesehatan 22 Kebudayaan
03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan
04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 24 Kearsipan
05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 25 Kelautan dan perikanan
Masyarakat 26 Pariwisata
06 Sosial 27 Pertanian
07 Tenaga Kerja 28 Kehutanan/Perkebunan
08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 29 Energi dan sumber daya mineral
09 Pangan 30 Perdagangan
10 Pertanahan 31 Perindustrian
11 Lingkungan Hidup 32 Tramsmigrasi
12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 33 PenyusunanKebijakandan Koordinasi Administratif
13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD
14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 35 Pembinaan dan Pengawasan
15  Perhubungan 36 Perencanaan pembangunan, litbang
16 Komunikasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan
17 KUKM 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM
18 Penanaman Modal 39 Bencana
19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik
20 Statistik 99 Lainnya
Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:
01 Pemda 18 Dinas Perhubungan
02 Sekretariat Daerah 19 Dinas Komunikasi dan Informatika
03 Sekretariat DPRD 20 Dinas Perdagangan danKoperasiUsaha KecilMenengah
04 Inspektorat Daerah 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
05 Dinas Pendidikan Satu Pintu
06 Dinas Kesehatan 22 Dinas Pariwisata
07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23 Dinas Pemuda dan Olah Raga
08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 24 Dinas Perindustrian
09 Satuan Polisi Pamong Praja 25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan
10 Dinas Sosial 26 Dinas Pertanian
11 Dinas Ketenagakerjaan 27 Dinas Perikanan
12 Dinas PemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnak 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13 Dinas Ketahanan Pangan 29 BadanPengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah
14 Dinas Lingkungan Hidup 30 Badan Kepegawaian Daerah
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33 RSUD
99 Lainnya



Lampiran 4

Contoh
Qutline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdin dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan
penilaian risiko operasional periu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko.
Sebelum difinatkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
pemerintah daerah periu dibicarakan dengan Kepata Daerah dan pihak
yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan
dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
(UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit
kepatuhan, dengan contoh outfine sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Bone Bolango
Provinsi Gorontalo
| Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar betakang penyusunan laporan pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risikc
pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risikc pemerintah daerah
baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan
risiko.



Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan
risiko di pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep
dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

I Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A

Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian
urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan pengendafian yang mendukung penciptaan budaya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

I Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A

Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa
urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas
sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan
profesional lainnya.

. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut
risiko (uraian risiko, pemilik ristko, penyebab risiko, sumber risiko,
sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko,
dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko
sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari
analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah
diidentifikasi.



D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang
sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang
diprioritaskan untuk ditangani (dikeiola) dari hasil analisis risiko.
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko
prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian
dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.
M Rancangan Informasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak yang teriibat dalam pengendalian mengetahui
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
V Rancangan Pemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif
Vi Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko
Unit Pemilik Risiko.

Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP
serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan
(Triwulan |, 11, dan Ill) dan tahunan (Triwulan 1V) oleh Unit Pemilik Risiko
(UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2.1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh
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Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik

Risiko Tingkat Eselon 2.

Gambar 1
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR

Laporan Tingkat
Pemerintah Daerah
&

Pemerintah
Daerah

Unit Kerja
15 |

Laporan Tingkat OPD

T

Unit Kerja
2

12

Laporan Tingkat UnitKerja

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi

a.

Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusanyang
ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusanyang

ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat OPD

a.

Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional
sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional
OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah

a.

Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah

Triwulanan;,
Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah

Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada
Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan

Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:
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Laporan Triwulan I/lI/IIIV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Provinsi Gorontalo

Pendahuluan

A.

Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelclaan
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko
pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah
baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan
risiko.

Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan
risiko di pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep
dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah

A.

Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwuian /I/IHAV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko
yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga
dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan
sebelumnya.
Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulan ARV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko
yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian
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mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan
risiko dengan realisasinya.

Il Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau
hambatan daiam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal
yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi
kegiatan pengelolaan risikc pemerintah daerah.

M Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan
RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan
RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis
apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan
berikutnya.

VI Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan
risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai
tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini
sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode
selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Lampiran-Lampiran

2. 2. Pelaporan Unit Kepatuhan
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah
oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris
Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian
risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang
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disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan /H/HIAV Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone Bolango
Provinsi Gorontalo

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
kepada unit kepatuhan.

. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan.

. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas
pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian
yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah
dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan ditakukan
terhadap  kegiatan pengendalianyang dibutuhkan,
bentuk/metode pemantauan yang diperiukan, penanggung
jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi
waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang tefjadi dalam
pemantauan kegiatan pengendalian.

. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas
kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan



kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada
UPR.
Lampiran-Lampiran

2. 3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

)

2)

3)

4)

Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq
Sekretaris Daerah.

Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah
dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian
risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite
Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak fain yang
berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan

membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq

Sekretaris Daerah dengan contoh outfine sebagai berikut:

A

Laporan Triwulan I/lI/ill Komite Pengelolaan
Pemerintah Kota/Kahupaten/Provinsi XYZ
Provinsi ABC

Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelotaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
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kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan
terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko
di lingkungan pemerintah daerah.

. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hai-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
Selain itu juga dibahas hambatan vang terjadi dalam kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pengeiolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga
dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi
pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses
penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil
monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit
kepatuhan.

. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas
kendaia dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis
dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelotaan risiko
pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran



ALUR PROSES KERTAS KERJA PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KABUPATEN BONE BOLANGO
Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda; /2021 Suwawa, Oktober 2021
Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA :INSPEKTORAT

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JENW AWAL ABDUJI/AH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
INSPEK’_I‘ORAT

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango

Dari : Inspektur Kabupaten Bone Bolango

Nomor : 700/INSPEKT-BB/IX/ | §501/2021

Tanggal : 01 Oktober 2021

Sifat : Penting

Lampiran . 1 (satu) Exampler

Perihal : Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Bolango Tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango.

Dasar . a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

b. Peratruran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah
Daerah;

c. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomo 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.

Il.  Pertimbangan : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah
wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP dalam
rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah,
diperlukan pedoman pengelolaan risiko risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

c. bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi acuan bagi
pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango untuk melakukan pengelolaan risiko:

d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada
Pemerintah Daerah, kebijakan pengaturan penyelenggaraan
pengelolaan risiko pemerintah daerah disusun dengan Peraturan
Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango;

lil. Saran : Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dimohonkan perkenan
Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat menyetujui Rancangan
Peraturan Bupati Bolango Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini disampaikan, atas perk s Bag
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